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4.1 Sejarah BNN Kota Pekanbaru 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan 
Undang-Undang tersebut, maka dibentuklah Badan Koordinasi Narkotika 
Nasional yang selanjutnya disingkat (BKNN). Berdasarkan Keputusan Presiden 
Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, kedudukan BKNN 
selanjutnya diganti nama menjadi Badan Narkotika Nasional disingkat (BNN). 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dibentuklah Badan 
Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) yang 
masing-masing (BNP dan BNK) sebelumnya tidak mempunyai hubungan 
struktural secara vertikal dengan BNN. 
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN 
diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan 
Prekursor Narkotika. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 
tentang Badan Narkotika Nasional, BNN berubah fungsi menjadi lembaga 
pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden dan 
bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta mempunyai perwakilan 
didaerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal (BNN Provinsi, 
BNN Kabupaten/Kota) yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN di 
daerah. Pelantikan kepala BNN Kota Pekanbaru terbentuk berdasarkanSurat 
Keputusan Kepala BNN Nomor : KEP / 170 / IX/ 2011/BNN  tanggal 30 
September 2011 TentangPengangkatanKepala  BNN Kota Pekanbaru AKBP 
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SUKITO, SH. BNN Kota Pekanbaru oleh Kepala BNN Republik Indonesia di 
Jakarta pada Tanggal 06 Oktober 2011, menjadi awal sejarah terbentuknya Badan 
Narkotika Nasional Kota Pekanbaru sebagai instansi vertikal Badan Narkotika 
Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam wilayah Kota 
Pekanbaru. 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BNN Kota Pekanbaru 
menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan operasional Pencegahan dan 
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dibidang 
pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi serta pemberantasan 
dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Bahan Adiktif Lainnya 
kecuali untuk tembakau dan alkohol serta memonitor dan mengendalikan 
pelaksanaan P4GN diwilayah kota Pekanbaru. 
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4.2 Struktur Organisasi BNN Kota Pekanbaru 
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi BNN Kota Pekanbaru 
 
Sumber : BNN Kota Pekanbaru 
 4.3 Tugas, Fungsi dan Wewenang BNN Kota Pekanbaru 
BNN Kabupaten/Kota mempunyai tugas, fungsi dan wewenang BNN 
dalam wilayah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas BNN 
Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan teknis P4GN 
dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi. Sedangkan 
fungsi bnn pekanbaru menyelenggarakan 
1. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja 
tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kota Pekanbaru; 
2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan 
masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kota Pekanbaru; 
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3. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kota Pekanbaru; 
4. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah 
terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota Pekanbaru; 
 Didalam melaksanakan program kerja Badan Narkotika Nasional Kota 
Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Kasubbag Tata Usaha 
dan beberapa Kepala Seksi. Adapun seksi-seksi tersebut menangani bidang 
pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitasi, dan bidang 
pemberantasan. 
4.3.1 Seksi Pencegahan 
a. Tugas : 
Deputi bidang pencegahan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di 
bidang pencegahan. 
b. Fungsi 
1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis 
P4GN di bidang pencegahan; 
2. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur 
P4GN di bidang pencegahan; 
3. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi 
pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan 
p4gn di bidang pencegahan; 
4. Pembinaan teknis p4gn di bidang pencegahan kepada instansi vertikal 
di lingkungan BNN; dan; 
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5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional 
P4GN di bidang pencegahan. 
4.3.2 Seksi Pemberdayaan Masyarakat 
a. Tugas : 
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas 
melaksanakan P4GN di bidang Pemberdayaan Masyarakat. 
b. Fungsi 
1. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis 
P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat; 
2. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur 
P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat; 
3. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi 
pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan 
P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat; 
4. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta 
masyarakat; 
5. pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan 
masyarakat di bidang P4GN; 
6. pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada 
instansi vertikal di lingkungan BNN; 
7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional 
P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat. 
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4.3.3 Seksi Rehabilitasi 
a. Tugas : 
Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan P4GN di 
bidang rehabilitasi. 
b. Fungsi 
1. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis 
P4GN di bidang rehabilitasi; 
2. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur di 
bidang rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain 
yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam 
masyarakat serta perawatan lanjutan penyalahguna dan/atau pecandu 
narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan 
adiktif untuk tembakau dan alkohol; 
3. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi 
pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan 
P4GN di bidang rehabilitasi; 
4. pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode 
lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke 
dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna 
dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif 
lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; 
5. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan 
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psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk 
tembakau dan alkohol, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun 
masyarakat; 
6. pembinaan teknis rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan 
rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah 
teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat 
serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu 
narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan 
adiktif untuk tembakau dan alkohol, kepada instansi vertikal di 
lingkungan BNN; dan 
7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional 
P4GN di bidang rehabilitasi. 
4.3.4 Seksi Pemberantasan 
a. Tugas : 
Deputi bidang pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di 
bidang pemberantasan. 
b. Fungsi 
1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis 
P4GN di bidang pemberantasan; 
2. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur 
kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, 
penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, 
pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset; 
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3. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi 
pemerintah terkait dalam pemberantasan dan pemutusan jaringan 
kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali 
bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; 
4. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan 
adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; 
5. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang 
narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, 
kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; 
6. Pembinaan teknis kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, 
interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, 
penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta 
penyitaan aset kepada instansi vertikal di lingkungan bnn; dan 
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional 
P4GN di bidang pemberantasan. 
4.4 Visi dan Misi BNN Kota Pekanbaru 
4.4.1 Visi 
Menjadi perwakilan BNN di Kota Pekanbaru yang profesional, yang 
mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat, instansi 
pemerintah dan swasta dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan, 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. 
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4.4.2 Misi 
Bersama komponen masyarakat, instansi pemerintah terkait dan swasta di 
Kota Pekanbaru meliputi: 
1. Pencegahan; 
2. Pemberdayaan Masyarakat; 
3. Penjangkauan dan pendampingan penyalahgunaan dan/atau pecandu 
Narkoba; 
4. Pemberantasan; 
5. Pelaksanaan tata kelolah pemerintah yang akuntabel. 
4.5 Program Kegiatan BNN Kota Pekanbaru 
Program Kegiatan BNN Kota Pekanbaru diantaranya: 
a. Sosialisasi iklan P4GN melalui: 
1. Brosur; 
2. Poster; 
3. Pemasangan Spanduk; dan 
4. Pemasangan Baliho di jalanan umum sekitar wilayah daerah kota 
pekanbaru. 
b. Sosialisasi dan penyuluhan Narkoba kepada masyarakat di lingkungan 
Instansi Pemerintah, Pekerja Swasta dan Lembaga Pendidikan Sekolah 
Menengah. 
c. Layanan Rehabilitasi medis dan sosial bagi para pecandu dan penyalahguna 
Narkoba. 
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d. Kegiatan pembentukan kader penyuluh anti Narkoba terutama: 
1. Pembentukan kader penyuluh anti Narkoba di Lingkungan Instansi 
Pemerintah; 
2. Pembentukan kader penyuluh anti Narkoba di lingkungan Pekerja Swasta; 
3. Pembentukan kader penyuluh anti Narkoba di lingkungan Lembaga 
Pendidikan Sekolah Menengah; 
e. Serta adanya kegiatan tes urine dan FocusGroupDiscussion (FGD). 
